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BUPATI SAROLANOUN, 

Menirnbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah 
wajib mengajukan Rancangan Pcraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah kepada 
Dewan Perwak:ilan Rakyat Daerah untuk memperoleh 
Persetujuan Bersama; 

b. bahwa Rancangan Pcraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 
diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana 
Kerja Pcmerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke 
dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan 
Prioritas dan Piaf on Anggaran Sementara yang telah disepakati 
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 19 

bulan September tahun 2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pcraturan 
Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pcrubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 
Anggaran 2023; 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANO 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANO 
ANOOARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAERAH KABUPATEN 

SAROLANOUN TAHUN ANOOARAN 2023 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANOUN 
NOMOR " TAHUN 2023 

BUPATI SAROLANOUN 

PROVINS) JAMBI 
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Lembaran 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

ten tang 
Republik 

6. 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran 

Nomor 182, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 81, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Sarolongun, Kubupatcn Tebo, 
don Kabupaten Tanjung Jnbung 
Rcpublik Indonesia Tahun 1999 

Pcmbcntukon Knbupaten 

Knbupatcn Munro Jnmbi 

Timur [Lembaran Negara 

54 Tnhun 1999 tcntang Undang-Undnng Nornor I. 

I 
/ I Mcnginpnt 
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7. Unllung·UntlDntt Nomo I Tohun 20:.!2 lent on~ llulmn an 
Kcunn mn Antnru Pcmcrintnh Pu ,t dnn 1-Cmcrinloh Dncruh 
[Lcmbnrun Nrgnto Rcpubllk lndoncsla Tohun 2022 Nornor 4, 

Tnrnbnhun Lcmbaran Ncgoro Rcpubllk lndoncsla Nomor 

6757); 
8. Pcruturnn Perncrintah Nomor 109 Tohun 2000 tcntang 

Kedudukan Kcuangan Kepala Dacrah don Wakjl Kcpaln 
Docroh (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 
9. Peraturan Pemerintoh Nomor 23 Tahun 2005 tentang Dana 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pernerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6177); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang 
Stander Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
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Nomor 73, Tumbahun Lcmborun Nc(tnrn Rcpublik Indonesia 
Nomor b04 l ); 

I J. Pcruturan I mcrintnh Nomor 18 Tnhun 2017 ten tang Hok 
Kcuangan don Administrnsi Pimpinan don Anggota Dewan 
P rwakilan Rokyol Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lcrnbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor I Tahun 2023 
tentang Perubahan alas Peraturan Pernerintah Nomor 18 
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administrasi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6847); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Aggaran 
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 215); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

https://v3.camscanner.com/user/download


Dipindai dengan CamScanner 

19. Pcmturon Mcnteri Dalarn Negcri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pcdoman Pcngelolaan lnvest.asi Pernerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tenlang Pengelompokkan Kemarnpuan Keuangan Daerah 
scrta Pclaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Opcrasional (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalarn 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggunjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan 
alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggunjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1717); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang 
lnsentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan 
Pada Tahun Anggaran 2023 [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 510); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang 
lnsentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan 
Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun 
Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 758); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07 /2022 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah 
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Pasal 1 
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pcmbantuan 
dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalarn sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur pcnyelenggara 
pemerintahan daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA 
DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023. 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersarna 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SAROLANGUN 
Dan 

BUPATI SAROLANGUN 

dlubah dcngan Pcmturnn Mcntcri Kcuungon Nomor 98 
Tohun 2023 tcnlnng Pcrubahun utas Pernturun Mcnlcri 
Kcunngun Nomor 20 I/ PMK.07 /2022 lcnlong Pcngcloloon 
Dono Deso (Derito Ncguro Republik lndoncsla Tohun 2023 

Nornor 759); 
2 . Peruturnn Ducrnh Knbupntcn Snrolongun Nomor 6 Tahun 

2021 tentnng Pengelolaan Keuongan Daerah (Lembaron 
Daernh Knbupolcn Sarolangun Tohun 2021 Nomor 6); 

27. Peraturan Dacrah Kabupaten Surolangun Nomor I Tahun 
2023 tentang Anggomn Pendapotan dan Belanjo Daerah 
Kabupoten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 [Lembaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor l); 
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5. I) ·wnn Pcrwnkilnn ~nkyol Docmh yang selanjutnya disingkat 

DP~D odnloh Dcwon Perwukilan Rokyut Dacrah Kabupatcn 

Sorolongun. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APOD adalah rcncana keuongan tahunan Daerah yang 

ditetapkan dengan Pcrda. 
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalarn periode tahun 

anggaran berkenaan. 
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam 

APBN kcpada Oaerah untuk digunakan sesuai dengan 
kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalarn 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 
9. Dana Transfer Khusus adaJah dana yang diaJokasikan daJam 

APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu rnendanai 
kegiatan k.husus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan 
urusan Daerah. 

10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adaJah dana 
yang bersurnber dari pendapatan tertentu APBN yang 
diaJokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka 
persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan 
kemampuan keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah. 

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adaJah 
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diaJokasikan 
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah 
untuk rnendanai kcbutuhan Daerah daJam rangka pelaksanaan 
Desentralisasi. 

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adaJah 
dana yang bersurnber dari pendapatan APBN yang diaJokasikan 
kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 
rnendanai kegiatan k.husus yang merupakan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

13. Belanja Daerah adaJah semua kcwajiban Pemerintah Daerah 
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daJam 
periode tahun anggaran berkenaan. 

14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kernbali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik 
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 
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7.463.000.000 Rp 

Rp 123.324 .830.218 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Setelah Perubahan 
2) Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula Rp 5.000.000.000 

2) Bertambah/ (Berkurang) __ R=p __ =2 ....... 4-=6-=3""".0"""0"""0 .0"'"0~0 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
Setelah Perubahan 

Rp 1.353.443.041.44 l 

Rp 57.116.149.615 
Rp 1.296.326.891.826 

Rp l.237.581.211.223 
JumJah Pendapatan Daerah 
Setelah Perubahan 

b. Belanja Daerah 
1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Belanja Daerah 
Setelah Perubahan 

c. Pembiayaan Daerah 
1) Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp 75.541.852.082 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 47.782.978.136 

Rp 11.796.171.479 
Rp l.225.785.039.744 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
semula sebesar Rp. 1.301.326.891.826 (Satu Triliun Tiga Ratus Satu 
Milyor Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan 
Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) 
bertambah sebesar Rp. 59.579.149.615 (Lima Puluh Sembilan Milyar 
Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Jut.a Seratus Empat Puluh 
Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga menjadi 
Rp. l.360.906.041.441 (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Milyar 
Sembilan Ratus Enam Juta Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus 
Empat Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 
a. Pendapatan Daerah 

1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

PasaJ 2 

1. . Si. Lcbih Pc-rhitungon AnAAurnn unlt sclunjutnya discbut SiLPA 

ndnlnh s ·Ii. ih I bih rcnlisusi pcncrimnnn dun pcngcluoran 
nnggnrnn sclumu I [satu] pcriodc onggaron . 

. Badnn Usaha Milik Dacrah yang sclanjutnya disingknt OUMD 

ndoloh badan usahu yang scluruh atau scbagian besnr modaJnya 
dirniliki oleh Daerah. 
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c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1) Semula Rp 8.000.000.000 
2) Bertamboh/(Berkurong) Rp O 

3.876.671.000 Rp 

Rp 26.312.721.142 Setelah Perubahan 
b. Retribusi Daerah 

1) Semula Rp 8.062.000.000 

2) Bertambah/(Berkurang)( .,_R~p _ __.;.4'-". l-=8..::...5.=3=29"'-'.=0..::...00~l 
Jumlah Retribusi Daerah 

Setelah Perubahan 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 

huruf a, bersumber dari: 
a. Pajak Daerah 

1) Semula Rp 27.436.000.000 
2) Bertambah/(Berkurang) (Rp 1.123.278.858) 
Jumlah Pajak Daerah 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
1) Semula Rp O 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 14.066.550.018 
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
Setelah Perubahan Rp 14.066.550.018 

Rp l.156.470.487.100 
Jumlah Pendapatan Transfer 
Setelah Perubahan 

Rp 19.926.053.000 
Rp l.136.544.434.100 

Rp 67.044.174.105 
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
Setelah Perubahan 

b. Pendapatan Transfer 
1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

(Rp 22.196.431.539) 
Rp 89.240.605.644 

Pasnl J 
Anggarnn Pcndnpatan Duerah sebagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 2, bersumber dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah 

I) Semula 

2) Bertambah/(Berkurang) 

0 Rp 

115.861.830.218 Rp 
-Jumluh Pembin nun Neto 
Sctclnh P rubahnn 

Si n Lebih Pcmbiayann Anggaran 
Setelnh Pcrubnhan 
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Rp 184.891.876.604 

Rp 4.944.934.086 

Rp 938.497 .065.483 

Rp 882.390.723.954 

Rp 56.106.341.529 
1) Semula 
2) Bertambah/(Bcrkurang) 
Jumlah Belanja Operasi 
Sctclah Perubahan 

b. Belanja Modal 
1) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagairnana dimaksud 
daJam PasaJ 3 huruf c, bersumber dari : 

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan 
1) Semula Rp O 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 14.066.550.018 

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
Setelah Perubahan Rp 14.066.550.018 

Pasal 5 
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud daJam Pasal 2, 

terdiri atas : 
a. Belanja Operasi 

Rp 80.682.797.100 

Jumlah Transfer Antar Daerah 
Setelah Perubahan 

Rp 1.075.787.690.000 Setelah Perubahan 
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah 

1) Semula Rp 80.132.797.100 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 550.000.000 

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 huruf 
b, bersumber dari : 

a. Pendapatan Transfer Pernerintah Pusat 
1) Semula Rp 1.056.411.637 .000 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp 19.376.053.000 

Jumlah Transfer Pernerintah Pusat 

Rp 28.854.781.963 Setclah Perubahan 

-Jurnluh I lusi! l'cngcloluun Kckayoun Dncrah 

Sctclnh Pcrubnhnn Rp 8.000.000.000 

d. Luin-lnin Pcndnpatan Asli Daernh yang Sah 

1) Scmula Rp 45.742.605.644 

2) Ocrtnmbah/(Bcrkurung) (Rp 16.887.823.68)) 

Jumlah Lain-lain Pcndapatan Asli Daerah yang Sah 
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44.809.132.574 Rp 

3.500.000.000 Rp 

c. Belanja Subsidi 
1) Semula Rp 3.500.000.000 

2) Bertambah/(Berkurang) .:..:R~P------~O 
Jumlah Belanja Subsidi 
Setelah Perubahan 

d. Belanja Hibah 
1) Semula Rp 23.498.916.274 

2) Bertambah / (Berkurang) ""'R=p-----=2=-=l=.3=1=-=0=.2=-=l:.:;:6:.:.,:.3=0:..::::0 
Jumlah Belanja Hibah 
Setelah Perubahan 

Rp 399.764.493.346 

b. Belanja Barang dan Jasa 
1) Semula Rp 368.193. 979.740 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp 31.570.513.606 
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 
Setelah Perubahan 

Rp 490.423.439.563 

Pasal 6 
( l) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 5 huruf a, 

terdiri etas : 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula Rp 487.197.827.940 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 3.225.611.623 

Jumlah Belanja Pegawai 
Setelah Perubahan 

Rp 222.057.444.000 

Rp 218.217.294.000 
Rp 3.840.150.000 

Rp 3.051.721.268 
.Iumlnh Belanja Tidak Tcrduga 

Setelah Perubahan 

d. Belanja Transfer 
l) Semula 
2) Bertambah/(Berkurang) 
Jumlah Belanja Transfer 

Setelah Perubahan 

Rp I0.826.997.268 
(Rp 7.775.276.000) 

Rp 189.836.8 I0.690 
,Jumluh Bclunjn Modnl 

Sctelnh Pcrubahun 

. Bclanjn Tidak Terduga 

I) S mula 

2) Bertamboh/(Bcrkumng) 
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a. Belanja Bagi Hasil 
1) Semula Rp 2.743.600.000 
2) Berta.mbah/(Berkurang) .:;..;R-p ___::.O 

(4) Belanja Transfer sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, 
terdiri atas : 

Rp 3.051.721.268 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 
Setelah Perubahan 

10.826.997.268 

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf c, terdiri atas : 
a. Belanja Tidak Terduga 

I) Semula Rp 

2) Berta.m bah/ (Berkurang) ("'"R~p---'-7"""'. 7"""'7..;:;;5..:..::.2::....:.7-=6""". 0=0~01 

30.000.000 Rp 

e. Belanja Modal Aset Lainnya 
I) Semula Rp O 

2) Bertarn bah/ (Berkurang) ~R-p __ --"3....C.O""". 0'""0-"0-'-'. o'""'o=o 
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya 
Setelah Perubahan 

4.154.532.605 

(2) Orlnnjn Modul . dmttuim111111 dimuksud dnlurn Pmml 5 huruf b, 

lcrdiri uuu : 

,. Uri mju Modal Pcrnlntnn dnn Mcain 

1) S .muln Rp 19.219.386.092 
2) Urrtnmbnh/(Ocrkurung) Rp 2.779.724.201 

.Jumlnh Bclnnjn Modal Perulatan don Mcsin 
S tclah Pcrubahnn Rp 21.999.110.293 

b. Bclanjn Modal Gedung dan Bangunnn 
1) Sernula Rp 42.046.770.882 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 2.819.898.299 
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Setelah Perubahan Rp 44.866.669.181 

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi 
1) Semula Rp 118.408.876.630 
2) Berta.mbah/ (Berkurang) Rp 377 .621. 981 
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi 
Setelah Perubahan Rp 118.786.498.611 

d. Belanja Modal Asel Tetap Lainnya 
1) Semula Rp 5.216.843.000 
2) Bertarnbah/(Berkurang) (Rp 1.062.310.395) 
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
Setelah Perubahan Rp 
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7.463.000.000 Rp 
Jumlah Penyertaan Modal Daerah 

Sctelah Perubahan 

5.000.000.000 

Pasal 8 
( 1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 

huruf a, terdiri alas : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

1) Semula Rp 75.541.852.082 

2) Bertarnbah/(Berkurang) Rp 47.782.978.136 

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan Rp 123.324.830.218 

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf b, terdiri alas : 
a. Penyertaan Modal Oaerah 

1) Semula Rp 

2) Bertam bah/ (Berkurang) ~R-p __ ..:;:2;..;...4..:...6=3=·=0-=0..:::.0.:.:.0:.::0=0 

7.463.000.000 Rp 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
Setelah Perubahan 

Rp 2) Bertambah/(Berkurang) 

5.000.000.000 

2.463.000.000 

Rp 

Rp 123.324.830.218 
Jumloh Pencrirnaan Pembiayaan 
Setelah Perubahan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Semula 

75.541.852.082 

47.782.978.136 
Rp 

Rp 

I) Scmula 
2) nertombah/(Bcrkumng) 

Pnsal 7 

Anggarnn Pcrnbiayuun Daernh sebagairnann dimaksud dalam 

Pnsnl 2, tcrdiri alas : 

n. Pencrimnan Pembiayaan 

Rp 219.J IJ.844.000 
Jumlnh Uclnnjn IJnnlunn I< iunngnn 

Setelnh I' rubnhnn 

'.l.74:l.(,00.000 
Jumlnh lklnnjn Bn~i lln111l 

~ct 'lnh l'cnilmhun 

b. Uclnnjn Bnn1111111 f..:n111np1111 

I) ~c11111ln ~p 215.4 73.(i'M .000 

I Bert II m bn h /11 k r k II rn 11 A) ~l{CC- _ ___:3:..:..:·:..:..:He-.:4-=0..:... . .:..:I !i""{c;..:) ·=0 __ 0-"-0 
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Pasal 9 
( 1) Dnlnrn keadaan darurat termasuk kcperluan mcndesak, 

Pcmerintnh Daerah dapat mclakukan pengeluaran yang bclum 

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutanya 
dimasukkan dalarn Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, dengan 
tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu rnelakukan 
Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD 
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi : 
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau 
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat rnengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran 
berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang 
bersifat wajib; 

c. Pengeluaran Daerah yang berada cli luar kendali Pemerintah 
Daerah dan tidak dapat cliprediksikan sebelumnya, serta 
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat; 

e. Belanja Daerah yang telah diamanatkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan dan belum dijabarkan rinciannya 
ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. 
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Perubahan APBD; 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 
Golongan dan Per Jabatan; 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
dan 

Daftar Pinjarnan Daerah. 

RKPD dan 
Rancangan 

pada Perubahan 
PPAS dengan 

Kegiatan 
Perubahan 

Daerah Organisasi; 
Rincian Perubahan APBD menurut urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan Beserta Keluaran; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 
Pemenuhan SPM; 
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 
Rancangan Perubahan APBD; 
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 

k. Larnpiran XJ 

j. Larnpiran X 

1. Lampiran IX 

h. Lampiran VJII 

g. Lampiran VJI 

f. Lampiran VJ 

e. Lampiran V 

d. Lampiran IV 

c. Larnpiran Ill 

b. Larnpirnn II 

Pusnl IO 

Krtcntuon lcbih lnnjut mcngcnni Pcrubnhan Anggoron Pendnpatnn 

dun Bclnnjn Dncrnh sebagairnana dimoksud dalarn Pasal 2, 

tcrcnntum dolorn Lampiran yong mcrupakon bagian tidak 

I rpisahknn dnri Pcroturon Dacmh ini, terdiri dari : 
n. Larnpirun I Ringkasan Perubahan APBD yang 

Diklasifiknsi Mcnurut Kclompok dan Jenis 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan: 
Ringkasan Perubahan APBD yang 
Diklasifikasi Menurul Urusan Pernerintahan 
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

PROVJNSI JAMBI: ( ~ 31/2023) 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR b 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal n c,l<W,W., 2023 
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

DEDkRY 

Ditetapkan di Sarolangun 
pada tanggal 2:t' c,Wo(.,u 2023 WTJ SAROLANGUN, 

BACHRJL BAKRJ 

Pnsnl 12 

Pcraturnn Dacrah ini mulai berlaku pudo tanggaJ diundnngkan. 
Agar sctiap orang mengctohuinyo, rncmcrintahkon pengundongan 
Peraturan Doerah dengan pencmpolannya dalarn Lernbaran Daerah 

Kabupaten Sarolangun. 

Pnsnl 1 I 

Kctt·ntunn lcbih lnnjut mcugcnnl Pcnjuhnran Pcrubnhnn Anggorun 
P ndnpntan dnn U lonjn Dncrah scbagni lomJosan upcrasionol 

pclnksnnnnn Pcrubnhnn APDD diatur dcngan Pcraturon Bupati. 
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